
 

 

BUPATI BANTUL 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL 

NOMOR   634   TAHUN 2025 

 

TENTANG 

PENGHAPUSAN BARANG PERSEDIAAN BERUPA SURAT KETETAPAN 

RETRIBUSI DAERAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK PADA  

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BANTUL 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

BUPATI BANTUL, 

Menimbang : a. bahwa terdapat barang persediaan berupa surat ketetapan 

retribusi daerah pemotongan hewan ternak pada Dinas 

Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul yang 

telah kedaluwarsa dan telah dimusnahkan dengan cara 

dibakar, sehingga perlu dihapus dari daftar barang 

persediaan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang 

Penghapusan Barang Persediaan berupa Surat Ketetapan 

Retribusi Daerah Pemotongan Hewan Ternak pada Dinas 

Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 

Anggaran 2025; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
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  2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten 

Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6523);  

  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350); 

  5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG 

PERSEDIAAN BERUPA SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH 

PEMOTONGAN HEWAN TERNAK PADA DINAS KETAHANAN 

PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 

ANGGARAN 2025. 

 

 

 

 



KESATU : Menghapus barang persediaan berupa surat ketetapan retribusi 

daerah pemotongan hewan ternak sejumlah 1.683 (seribu enam 

ratus delapan puluh tiga) lembar pada Dinas Ketahanan Pangan 

dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025. 

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

 

Ditetapkan di Bantul 

pada tanggal 19 September 2025 

BUPATI BANTUL, 

 

ttd 

ABDUL HALIM MUSLIH 

 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.: 

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul; 

2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 

Kabupaten Bantul; 

3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul. 

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

 

 

 

 

 


